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1.Hukum

1.HUKUM TATA NEGARA

abstrak (A) Nama: NOVY NATALIA (NIM: 205060140) (B) JudulSkripsi :
KajianTerhadapPenerapanPasal 5 PeraturanPemerintahNomor 20
Tahun 2008 TerhadapJaksa Yang TelahDitetapkanSebagaiTerpidana
(StudiKasusPoedjiRahardjo). (C) Halaman :vii+85+37+2011 (D) Kata
Kunci:PenerapanHukum, JaksaTerpidana (E) Isi : Peraturan
perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia mengenai apa
saja yang boleh dilakukan dan bagaimana cara melakukan hal-hal
yang diatur, namun pada kenyataannya banyak terjadi penyelewengan
hukum terhadap pelaksanaan putusan yang inkracht. Penyelewengan
tersebut sering dilakukan oleh orang-orang yang berkelimpahan
materi, terutama orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan
Republik Indonesia. Seorang Jaksa yang juga merupakan Pegawai
Negeri Sipil apabila dipidana dan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap maka Jaksa atau Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan
dengan tidak hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat seorang
Jaksa terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat,
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Dan Pemberhentian Sementara,
Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena
Pemberhentian.apakah Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2008 dapat diterapkan pada Jaksa yang terpidana seperti
Poedji Rahardjo? Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui



wawancara.Data penelitian memperlihatkan faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan sanksi tidak berjalan dengan baik.Pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tersebut dapat
diterapkan pada kasus Poedji Rahardjo tetapi kenyataannya tidak
diterapkan karena sampai sekarang Poedji Rahardjo masih mejadi
seorang Pegawai Negeri Sipil dan tetap mendapatkan hak-haknya
berupa gaji. Sebaiknya Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang
Pengawasan memperhatikan isi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2008. (F)Acuan : 37 (1959-2010) (G)Pembimbing: H. Rasji
S.H., M.H. (H)Penulis :Novy Natalia DAFTAR ISI| KATA PENGANTAR
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